WALIKOTA BANJARMASIN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 28 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG BEA PEROLEHAN

Menimbang :

Mengingat :

HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARMASIN,

bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20
Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan Pasal 6 ayat (4) perlu dilakukan perubahan
karena beberapa ketentuan harus disesuaikan dengan
peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 20 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Ha katas
Tanah dan Bangunan;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
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Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 39);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4189);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, .
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2000 tentang
Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
karena waris dan Hibah Wasiat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 213, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4030);

Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2000 tentang
Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
karena Pemberian Hak Pengelolaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 214, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031);

Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2000 tentang
Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak
Kena Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4032);
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Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2000 tentang
Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1997
tentang Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 216);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomo 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomo 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomo 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomo 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan
Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5179);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);



21.

22.

23.

24.

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor
28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28
Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 16);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun
2012 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPPNS)
Dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 27);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor
3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

Menetapkan

WALIKOTA BANJARMASIN
MEMUTUSKAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR

20 TAHUN 2010 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK
ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomeor 20
Tahun 2010 tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 20) diubah dan
berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat diubah seli_ingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi
sebagai berikut :

“Pasal 3

Obyek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan adalah obyek pajak yang diperoleh :



:glr‘;r{alalan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal
1K,

Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk
pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;

. badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan

dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan
usaha ata n:lela.lmkan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan
atau perwakilan organisasi tersebut;

. orang pribadi atau badan karena konversi hak dan perbuatan hukum

lain dengan tidak adanya perubahan nama;
orang pribad@ atau Badan karena wakalf;
orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (4) diubah sehingga keseluruhan Pasal 6
berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 6

(1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Perolehan Obyek Pajak.

(2) Nilai Perolehan Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
hal; :
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jual beli adalah harga transaksi;

tukar-menukar adalah nilai pasar;

hibah adalah nilai pasar;

hibah wasiat adalah nilai pasar;

waris adalah nilai pasar;

pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai
pasar;

pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai
kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;

pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak
adalah nilai pasar;

pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai
pasar;

penggabungan usaha adalah nilai pasar;

peleburan usaha adalah nilai pasar;

. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
. hadiah adalah nilai pasar;

penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi dalam
risalah lelang. ‘

(3) Jika Nilai Perolehan Obyek Pajak sebagaimana pada ayat (2) huruf a
sampai dengan huruf n, tidak diketahui atau lebih rendah daripada Nilai
Jual Obyek Pajak yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan
Bangunan pada tahun terjadinya perolehan dasar pengenaan pajak yang
dipakai adalah Nilai Jual Obyek Pajak Bumi dan Bangunan.

(4) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapk{a:n
sebesar Rp. 60.000.000,- ( Enam puluh juta rupiah ) untuk setiap Wajib
Pajak. ,



(5) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima
orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis
keturunan lurus atau satu derajat keatas atau satu derajat ke bawah
dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami / isteri, Nilai Perolehan
Obyek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.300.000.000 (tiga
ratus juta rupiah).

(6) Dalam hal NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) belum ditetapkan pada saat terutangnya BPHTB, NJOP Pajak
Bumi dan Bangunan dapat didasatkan pada Surat Keterangan NJOP
Pajak Bumi dan Bangunan.

(7) Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) adalah bersifat sementara.

(8) Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dapat diperoleh di instansi yang berwenang untuk
Kota Banjarmasin.

\_/ 3. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 7
berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 7

(1) Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan yang
terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud
dalam pasal 5 dengan dasar pengenaaan pajak sebagaimana dimaksud
dalam pasal 6 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Obyek Pajak
Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) dan ayat

().

(2) Dalam hal Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (2) huruf a sampai sampai dengan huruf o tidak diketahui
atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan
Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, maka

\J besaran pokok Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan yang
terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana d{maksuc!
dalam Pasal 6 dengan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan setelah dlkurangld
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksu

dalam Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5).

ehan Hak atas tanah dan Bangunan yang terutang dipungut

1
(3) Bea Pero daerah tempat Tanah dan /atau Bangunan berada.

diwilayah

i
4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga keseluruhan Pasal 9 berbuny

sebagai berikut :
“Pasal 9
(1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
mbayar pajak yang terutang dengan

i ji jak wajib me
@ rsrf(:lr?g%u‘:akanapb PSa:l.lrat Sé]toran Bea Perc;lletlllan IrI-Ilaakk ﬁtt:: %‘xﬁ (cil:nn
' tetapan Bea Perolehan
Bangunﬁkirﬁé BK:y:r gan /atau Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak
iat:sg"l‘}:nah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan.



(3) Pajak yang terutang dibayar ke kas Daerah melalui Bank
Pembangunan Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk

oleh Walikota dengan Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan.

{(4) Surat Setoran Bea Perolechan Hak atas Tanah dan Bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga merupakan SPTPD.

(5) Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar,
dan lengkap dan disampaikan kepada Walikota atau Pejabat yang
ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh Walikota.

(6) Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota
atau Pejabat yang ditunjuk sebagai bahan untuk dilakukan penelitian.

(7) Tata cara pembayaran pajak diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Walikota.

U S. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi
sebagai berikut :

“Pasal 10

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak
Walikota dapat menerbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan Kurang Bayar dalam hal :

a. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang
terutang tidak atau kurang dibayar;

b. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Walikota dalam jangka waktu
tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada
waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat .tegm:an;

c. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang
dihitung secara jabatan.

ekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Bea

@ ggg%:tl:arlf Hak a%as 'II‘)a}]lah dan bangunan Kurang Bayar s;baiga;;::ﬁn:

dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf l?, sanksi gdxq;r;;s aa;s ber a.xl?lg

denda sebesar 2% (dua persen)' sebulan dlhltung. dar; pagl 2‘,’y(d Ea e

atau terlambat dibayar untuk. jangka waktu paling aﬁ e srenn

empat) bulan, dihitung mulai saat terutangnya 1;31 aJk S o o
diterbitkannya Surat Ketetapan Bea Perolehan

Bangunan Kurang Bayar.

Bea Perolehan Hak
j terutang dalam Surat Ketetapan _
) Jumla’l%lar?a?lal;aia%gangunan Kurang Bayar sebagaimana bdgrakggci 1?232
At:‘: (1) huruf c dikenakan sanksi berupa kenaikan sebe

ay

j i i inistratif berupa

puluh lima persen) dari pokok I;aja}; ?\:t;n:i?tal? t:nagléjriacll)rg:ll{s;raan ! oo a?xg

besar 2% (dua persen) sebe . Yo
zjclar\llgiesr?a;bat dibayar untuk jangka waktu paling lama (

empat) bulan dihitung sejak terutangnya pajak.



6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga keseluruban Pasal 11 berbunyi
sebagai berikut :

“Pasal 11

(1)Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak,
Walikota dapat menerbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan apabila ditemukan data
baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan
penambahan jumlah pajak yang terutang setelah diterbitkannya Surat
Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi
administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah
kekurangan pajak.

(3) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib
Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

7. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi
sebagai berikut :

“Pasal 12

(1) Walikota dapat menerbitkan Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan apabila
a. pajak yang terutang tidak atau kurang bayar;
b. dari hasil penelitian Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat
salah tulis dan/atau salah hitung;

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau
bunga.

(2)Jumlah pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar dalam Surat
Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah d:cm Bangunan .sebaga%manaf
dimaksd pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah sanksi admm1s;rl?t?;
berupa bunga sebesar 2% (dua pprsen) sebulan untuk . ;ait{ngka w
paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajax.

i dan Bangunan sebagaimana
t Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah
© ggrnzksugﬂ;yat (1) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat

ketetapan pajak.

8. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi

sebagai berikut :
“Pasal 13

tas Tanah dan Bangunan Kurang
(1) Surat Ketetapan Bea Perolehan Hallc1 aan s Tanah do R dan Bangunan

Bea Perole
Bayar, S rambaht d i Bea Perolehan Hak atas
an Surat Tagihan
%urz?lgdfr? %é:ngﬁa;na];lagx’Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
an

i babkan jumlah pajak
un Putusan Banding yang menyebab® nlar
I;Zgzrzatinusrfil?;.?rm bertambah, merupakan dasar penagihan pajak



(2) Pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Bea Hak atas Tanah
dan Bangunan Kurang Bayar, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Tagihan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan maupun Putusan Banding yang
menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus
dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal
diterbitkan.

(3) Tata cara penagihan pajak diatur dengan Peraturan Walikota.
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 21 Nopember 2014

WALIKOTA BANJARMASIN,

%r.
H/MDIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 28 Nopember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

e

H. ZULFADLI GAZALI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2014 NOMOR 28

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (163 /2014)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 28 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN KOTA BANJARMASIN

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka melaksanakan pembangunan dan penyelenggaraan
urusan pemerintahan di Pemerintah Kota Banjarmasin, sumber dana
memegang peranan penting dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan
dan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilakukan.

Salah satu sumber dana dan sumbr daya manusia yang cukup
memegang peranan penting kelangsungan dan optimalisasi pelaksanaan
pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kota
Banjarmasin adalah penerimaan dari sektor pajak daerah, oleh karena itu
potensi penerimaan sektor pajak daerah merupakan penerimaan andalan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Kota Banjarmasin
memperoleh perluasan objek pajak daerah sebagai sumber penghasilan
tambahan dalam penyelenggaraan pembangunan dan urusan pemerintahan
lainnya. Perluasan objek pajak daerah yang diatur dalan Undang-Undang
tersebut meliputi perluasan basis pajak daerah yang telah ada, pendaerahan
objek pajak pusat menjadi pajak daerah dan penambahan objek pajak baru.

Terkait dengan pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan yang merupakan salah satu perluasan objek pajak daerah,
maka keberadaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan
salah satu perluasan objek pajak daerah dari pajak pusat menjadi pajak
daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Penjelasan Pasal 6 ayat (4)

1. Nilai Perolehan Objek Paja.ljz Ti '
diberikan kepada setian Wajib Paj
dan/atau bangunan. . "
Waiib Pajak BPHTB adalah orang p ibadi atauBada.n yang mempertl‘}c; ;di

> hé?ilatasltanéh dan/atau bangunan. Hal ini bere.ng;k bﬁhwa or:l?agli p i

:adi Wajib Pajak BPHTB tidak hanya S ,
3;1;:3 gg;‘tilla(ilagp ?{ta;in?:::lg'gantm{]g frekuensi transaksi/perolehan hak atas

tanah dan/atau bangunan.
Pasal Il

Cukup Jelas.
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dak Kena Pajak (NPOPTKP) BPHTB
ak setiap perolehan hak atas tanah



